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ABSTRAKSI 

 
Penerapan UU PTPK terhadap tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi 
pada bank pemerintah tersebut menimbulkan permasalahan apabila 
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 UU PTPK yang menegaskan bahwa 
setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang (dalam kaitan ini adalah 
UU Perbankan) yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap 
ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang (korupsi) ini. Ketentuan yang 
dimaksud baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Untuk dapat 
memahami lebih lanjut ketentuan tersebut maka terlebih dahulu harus pula 
dimengerti dan dipahami apa yang dimaksud dengan keuangan negara. 
Keterkaitan pentingnya definisi keuangan negara adalah dalam rangka memahami 
aspek hukum kerugian keuangan/perekonomian negara sebagai salah unsur tindak 
pidana korupsi. 
 
Kaitan antara tindak pidana di bidang perbankan dengan tindak pidana korupsi 
adalah pada status keuangan Bank Pemerintah merupakan keuangan negara. Oleh 
karena itu, secara tegas dapat disimpulkan bahwa kerugian yang terjadi pada Bank 
Pemerintah dapat dikategorikan kerugian negara. Dengan terpenuhinya unsur 
kerugian keuangan negara pada Bank Pemerintah, maka sudah memenuhi unsur 
tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK. Oleh karena itu, tindak pidana di 
bidang perbankan yang merugikan Bank Pemerintah tergolong tindak pidana 
korupsi. 
 
Aktivitas bank (banking business) yang menjadi titik rawan terjadinya tindak 
pidana korupsi antara lain: “1) Pendanaan (funding); 2) Pemberian kredit atau 
pembiayaan (lending); 3) Penempatan dana bank; dan 4) Pengadaan barang atau 
jasa. Adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari unsur pertanggungjawaban 
pidana yaitu berupa penjatuhan sanksi pidananya. Penjatuhan sanksi pidana dalam 
UU PTPK pada tindak pidana di bidang perbankan masih teramat sulit karena 
terganjal dengan ketentuan Pasal 14 UU PTPK yang pada intinya menyebutkan 
bahwa untuk dapat diberlakukannya UU PTPK haruslah secara tegas 
menyebutkan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana korupsi. 
 
Kata Kunci : Tindak Pidana di Bidang Perbankan – Bank Pemerintah – Tindak 

Pidana Korupsi 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis TINDAK PIDANA DI BIDANG 
PERBANKAN PADA BANK PEMERINTAH TERKAIT DENGAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI

Nurul Hisyam




